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BAB II   

KAJIAN TEORI 

2.1.    Teori Kebijakan Publik 

 2.1.1.   Pengertian Kebijakan 

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti 

kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai suatu pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever 

governments choose to do or not to do). Definisi ini dibuatnya dengan 

menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell 

dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan 

pemerintah sebagai “kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk 

masyarakat secara keseluruhan”. 1  

Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah 

meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu 

Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang 

diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Sedangkan 

Friedrich  mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan 

                                                                 
1 Said Zainal Abid in, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta, Salemba Humanika. Hal : 5 
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adalah adanya tujuan, sasaran, atau kehendak. 2 Jadi kebijakan 

merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang 

berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang 

diinginkan masyarakat.  

2.1.2. Pengertian Publik 

Publik dalam rangkaian kata public policy memiliki tiga konotasi 

yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam 

dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi 

subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga 

salah satu cirri kebijakan adalah “what governments to do or not to 

do”.  Kebijakan dari pemerintah dapat dianggap kebijakan yang resmi, 

sehingga mempunyai wewenang yang dapat memaksa masyarakat 

untuk mematuhinya. 3 

Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian 

publik disini adalah masyarakat. Oleh karena itu keputusan pemerintah 

baru bisa dikatakan kebijakan publik apabila keputusan itu 

menyangkut semua orang dalam hubungannya dengan permasalahan 

yang ada. Jadi publik disini adalah pemerintah, masyarakat dan 

lingkungan.

                                                                 
2  Ibid hal : 6 
3  Ibid hal : 7 
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2.1.3. Pengertian Kebijakan Publik 

Diatas sudah dijelaskan tentang pengertian dari kebijakan dan 

publik, jadi kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang di 

peruntukan bagi masyarakat luas. Adapun cirri-ciri kebijakan  antara 

lain: 

1. Berorientasi pada tujuan artinya kebijakan harus memiliki tujuan 

tertentu dalam penerapannya 

2. Kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan lain. 

Namun , ia berkaitan dengan berbagai kebijakan dalam 

masyarakat dan berorientasi pada implementasi, interpretasi dan 

penegakan hukum. 

3. Kebijakan adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa 

yang masih ingin atau dikehendaki untuk dilakukan oleh 

pemerintah 

4. Kebijakan dapat berbentuk melarang dan juga arahan atau 

anjuran 

5. Kebijakan harus berdasarkan hukum, sehingga mempunyai 

kewenangan untuk memaksa masyarakat mengikutinya 
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Sebagai sebuah sistem yang terdiri atas subsistem atau elemen maka 

kebijakan publik itu harus memiliki unsur-unsur yaitu tujuan, masalah, 

tuntutan, dampak, dan sarana atau alat kebijakan. Selain itu kebijkan yang 

baik harus memiliki sifat-sifat antara lain :  

1) Kompleksitas ; hal ini berkaitan dengan banyak aspek yang 

terkait, luas wawasan yang terpaut dan banyak pihak yang 

terlibat. Semakin luas kebijakan semakin kompleks atau rumit 

keadaannya. 

2) Dinamis ; hal ini berhubungan dengan keadaan masyarakat yang 

dikenai kebijakan. Perbedaan suku, adat istiadat, budaya dan 

agama membuat kebijakan harus bersifat dinamis. 

3) Berupa Keputusan ; kebijakan publik pada dasarnya adalah 

keputusan publik sehingga sebagai keputusan publik tidak hanya 

berkenaan dengan pemilihan terbaik melainkan berhubungan 

dengan aplikasi dari keputusan itu, sehingga pengambilan 

keputusan publik harus sesuai dengan kriteria supaya tepat 

sasaran. 
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2.2.  Implementasi Kebijakan  

2.2.1. Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan suatu program dan telah 

menjadi jaringan yang tampak. Edward III mendifeniskan 

implementasi kebijakan sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang 

berada dalam tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau 

konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut 

(output dan outcame). 4 Beberapa variable yang berhungan dengan 

imoplementasi kebijakan adalah : 

a. Komunikasi 

Setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi 

komunikasi efektif antara pelaksana program dengan kelompok 

sasaran. Selain itu, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan 

juga harus dipahami dengan baik oleh pelaksanan dan juga 

penerima/sasaran program. 

b. Sumber Daya 

Dalam hubungan dengan kebijakan ini maka sumber daya yang 

utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan tersedianya 

infrastruktur pendukung proses pelaksanaan kebijakan yang telah di 

tetapkan. 

                                                                 
4 Soetomo, 2007. Teori-teori Sosial dan Kebijakan Publik, Jakarta, Prenada hal : 43 
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c. Disposisi atau Sikap Pelaksana 

Dalam pendekatan pelaksanaan kebijakan dengan pola “top – 

down”, program kebijakan dapat terlasan dengan baik bila tersedia 

prakondisi-prakondisi yang memungkinkan untuk mempertahankan 

mekanisme kompleks. 

d. Struktur Birokrasi 

Pada pelaksanaan konvensional struktur birokrasi memegang 

peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan tertentu.  

2.2.2. Model-Model Implementasi Kebijakan 

a. Model Girindle 

Menurut Girindle ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam 

implementasi kebijakan yaitu: 

1. Memerinci tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang dirumuskan 

secara umum akan memberikan banyak penafsiran dalam 

pelaksanaannya. Perumusan tujuan berguna untuk 

mempermudah opersional kebijakan. 

2. Membentuk program-program kegiatan. Program kegiatan 

sebaiknya dirumuskan dalam bentuk yang luas, meliputi keadaan 

geogrfafis, social, ekonomi, dan budaya. 

3. Alokasi dana. Penyediaan dan pengalokasian dana sangat 

menentukan keberhasilan kebijakan. Ketepatan dalam 
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pengalokasian dana akan mempecepat keberhasilan tujuan 

kebijakan. 5 

Keberhasilan atau kegagalan implementasi, dapat dievaluasi dari 

sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau 

mengopersionalkan program-program yang telah dirancang 

sebelumnya. Keseluruhan proses implementasi dapat dievaluasi 

dengan cara mengukur atau membandingkan atara hasil akhir dari 

program tersebut dengan tujuan kebijakan 

b. Model Van Meter dan Van Horn 

Menurut kedua pakar ini perubahan, control dan kepatuhan 

bertindak merupakan konsep yang penting dalam prosedur 

implementasi. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, 

maka permasalahan yang perlu dikaji dalam hubungan ini ialah 

hambatan-Seberapa jauhkah tingkat efektifitas mekanisme control 

pada setiap jenjang struktur? Seberapa pentingkah ketertarikan 

masing masing orang dalam kebijakan? Atas dasar pandangan 

seperti ini Van Meter dan Van Horn6, berusaha untuk membuat 

tipologi kebijakan menurut : (a) jumlah masing-masing perubahan 

yang diharapakan (b) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan 

                                                                 
5 Ibid hal : 46 
6 Ibid hal : 48 
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terhadap tujuan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses 

implementasi. 

Hubungan antara kebijakan dan implementasi dipisahkan oleh 

beberapa variable yang saling berkaitan yaitu : ukuran dan tujuan 

kebijakan, sumber kebijakan, cirri-ciri pelaksana, komunikasi antar 

pihak terkait, sikap para pelaksana, lingkungan. 

 

Bagan 1 

Model Implementasi Van Matter and Van Horn 
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2.2.3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan 

Menurut Bambang Sunggono implementasi kebijakan mempunyai 

beberapa faktor penghambat 7, yaitu: 

a. Isi kebijakan 

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya 

isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup 

terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-

program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, 

karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan 

yang akan dilaksanakan.  

Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga 

menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. 

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi 

suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan- kekurangan 

yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya 

yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia. 

b. Informasi 

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para 

pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang 
                                                                 
7 Islamy, Irfan, M. Prinsip-Prinsip Perumusan Kkebijaksnaan Negara,Bumi aksara: Jakarta:2002. 
Hal.86 
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perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya 

dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya 

gangguan komunikasi. 

c. Dukungan 

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila 

pada pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk 

pelaksanaan kebijakan tersebut. 

d. Pembagian Potensi 

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi 

suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi 

diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal 

ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi 

pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan 

masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung 

jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai 

oleh adanya pembatasan- pembatasan yang kurang jelas. Adanya 

penyesuaian waktu khususnya bagi kebijakan-kebijakan yang 

kontroversial yang lebih banyak mendapat penolakan warga 

masyarakat dalam implementasinya. 8 

                                                                 
8 Ibid hal. 86 
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Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono, 

faktor- faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi 

dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :9 

a. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana 

terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan 

public yang bersifat kurang mengikat individu-individu; 

b. Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau 

perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran 

yang tidak sesuai atau bertentangan dengaan peraturan hukum dan 

keinginan pemerintah 

c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara 

anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak 

dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum 

d. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” 

kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang 

dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang pada hukum atau 

kebijakan public 

e. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) 

dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau 

kelompok- kelompok tertentu dalam masyarakat. 

                                                                 
9 Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate – 
Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo – Kelompok Gramedia.. hal. 117 
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Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan 

dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. 

Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota 

masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah 

atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak 

sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan 

publik tidaklah efektif. 

2.3.  Teori Keterlibatan atau Partisipasi 

Partisipasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, perihal 

turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Sedangkan 

berpartisipasi yaitu melakukan partispasi; berperan serta (dalam kegiatan), ikut 

serta 10. Macam-macam Partisipasi Menurut Jules yaitu: 

1. Partispasi Manipulatif 

Adalah suatu kondisi dimana masyarkat atau wakil masyarakat 

terlibat dalam suatu kegiatan atau lembaga, namun keberadaan 

mereka terjadi tanpa proses pemilihan dan tidak memiliki kekuatan 

berupa dukungan atau keabsahan. 

2. Partisipasi Pasif 

Adalah kondisi dimana masyarakat diperintah untuk melakukan 

sesuatu hal yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kondisi ini 

                                                                 
10 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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keputusan dilakukan searah oleh pemerintah atau administrator 

kegiatan tanpa memperdulikan masyarakat. Infomasi hanya milik 

para ahli yang berasal dari luar masyarakat. 

3. Partisipasi Berdasarkan Kosultasi 

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta melalui proses 

konsultasi, atau dengan menjawab pertanyaan yang diajukan. Para 

ahli (pihak Luar) mendefinisikan masalah dan proses pengumpulan 

informasi, dan dengan demikian mengendalikan analisa masalah. 

Proses konsultatif seperti ini tidak memungkinkan terjadinya 

keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan para 

ahli tidak berkewajiban untuk mengajukan atau membela pandangan 

masyarakat. 

4. Partisipasi untuk Intensif Material 

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat berpartisipasi melalui 

imbalan berupa makanan, uang atau lainnya. Warga dapat 

menyumbangkan lahan dan tenaga dalam suatu kegiatan namun 

tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 

5. Partisipasi Fungsional 

Adalah suatu kondisi dimana pihak luar memandang partisipasi 

sebagai alat untuk mencapi tujuan proyek, terutama penghematan 

biaya. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok 

untuk mencapai suatu tujuan. Keterlibatan masyarakat dapat 
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berbentuk interaktif (timbal balik) dan umumnya melibatkan 

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang cendurung setelah 

keputusan ditentukan oleh para ahli ada kemungkinan masyarakat 

masih terkooptasi demi pencapaian tujuan yang ditentukan oleh 

pihak luar. 

6. Partisipasi Interaktif 

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat ikut serta dalam analisa 

secara bersama, pengembangan langkah- langkah kegiatan dan 

pembentukan atau penguatan kelembagaan local. Partisipasi 

dipandang sebagai hak, bukan alat untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Proses ini melibatkan berbagai pendekatan untuk mencari 

keragaman pandangan dan menggunakan proses pembelajaran yang 

sistematis dan terstruktur. 

7. Mobilasi Diri  

Adalah suatu kondisi dimana masyarakat berpartisipasi secara 

mandiri untuk melakukan perubahan. Mereka menjalin hubungan 

dengan pihak luar untuk memperoleh sumber daya dan pendapat 

teknis yang mereka butuhkan, tetatp memegan kendali atas sumber 

daya yang akan digunakan. Mobilisasi diri dapat berkembang luas 

jika pemerintah memberikan dukungan yang konstruktif. 
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2.4.  Teori Gender  

2.4.1. Definisi Gender  

Kata seks berasal dari bahasa inggris sex, yang berarti jenis kelamin. 

Pemahan ini diperjelas dalam kamus lainnya bahwa “sex is the 

Characteristic wich distinguish the mal from female “ yakni cirri-ciri 

yang membedakan antara jenis kelamin laki- laki dan perempuan yang 

bersifat biologis menurut bahasa , kata gender diartikan sebgai “the 

grouping of words into masculine, feminine and neuther according as 

they are regereded as male, female or without sex” artinya gender 

adalah kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminine, atau 

tanpa keduanya. Netral. 11 

Di dalam encyclopedy of Femenism dikatakan untuk seks dan gender 

bahwa :  

“Gender adalah sebuah istilah yang menunjukkan pembagian parn 
antara laiki-laki dn perempuan dan ini mengacu pada pembirian cirri 
emosional dan psikologis yang diharapkan oleh budaya tertentu yang 
disesuaikan dengan fisik laki-laki dan perempuan. Adapun istilah seks 
mengacu kepada perbedaan secara bialogis dan antomis perempuan. 
Konsep gender secara mendasar berbeda dari jenis kelamin biologis. 
Jenis kelamin biologis : laki-laki atau perempuan merupakan 
pemeberian dari tuhan, namun jalan yang menjadikan masulin feminine 
adalah gabungan antara blok-blok bangunan biologis mendasar dan 
interpertasi bilogis oleh kultur social. Gender dalah seperangkat peran 

                                                                 
11 Fadillah Suralaga, dkk,. Pengantar kajian Geender , (jakatra: pusat study wanita uin syarif 
hidayatulla Jakarta, 2003), hal. 53  
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yang dimainkan laki-laki dan perempuan tampak dari diri mereka dan 
dilihat oleh orang lain bahawa seseorang itu adalah feminine dan 
maskulin.”  

 
2.4.2.  Faktor – Faktor adanya Gender 

Arif budiman menyebutkan bahwa faktor - faktor yang 

mempertahankan pembagian peran atau kerja laki- laki dan perempuan 

yakni pertama faktor sosial ekonomi yang didasarkan pada kebtutuhan 

nyata. Dari sistem masyarakat itu. Kedua faktor idiologi atau sistem 

patriarki yang bukan hanya sistem kepercayaan abstrak belka akan tetapi 

didukung oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan ayang menyebarkan 

mengembangbiakkan dan melestarikan. 

Ada dua sistem budaya yang selama ini dianggap menyudutkan 

posisi perempuan di dalam masyarakat, yakni budaya petrilinial dan 

patriarki. Budaya petrilinial adalah budaya di mana masyarakatnya 

mengikuti garis laki- laki seperti anak bergaris keturuan ayah. Sedangkan 

patriarki dipahami secara harfiah yang berarti “kekeusaan bapak” atau 

patriarki yang digunakan untuk menyebut “kelurga yang dikuasai kaum 

laki- laki, hubungan kekuasaan dengan apa laki- laki menguasai 

perempuan, serta sistem perempuan tetap dikuasai melalui bermacama-

macam cara. 12  

                                                                 
12 Fadillah suaralaga,.dkk,. pengantar Kajian Gender  
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Patriarki cenderung pada penerapan hidup yang didominasi oleh 

laki- laki. Cirri khas dari budaya tersebut ditopang dan dilembagaan, 

seningga menjadi landasan dan pendangan hidup secara umum. 

2.5.  Teori Pembangunan Perempuan 

Konferensi internasional peratam, puncak dari tahun perempun 

internasional, yang diadakan oleh perserikatan Bangsa-Bangsa di Mexico 

bertajuk “konferensi sedunia tahun perepuan internasional, berhasil 

mengidentifikasi tiga isu poko. yaitu: peneyetaraan dan penghapusan 

diskriminasi gender penegetegrasian dan partispasi penuh kaum perempuan 

dalam pembangunan, serta peningkatan kontribusi perempuan dalam 

perdamaian dunia . 13 

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masyarakat rettruksi di setiap 

institusi. Kesetraan gender hanya bisa diraih melalui perubhana setiap instutusi 

masyarakat, termasuk relasi perempuan dan laki- laki dalam ranah privat. 

Dikotomi rnah public dan privat adalha pokok analisa cukup signifikan, teruama 

bila dikaitkan dengan proses pembangunan ekonomi yang dijalankan suatu 

negra. Negara menyusun dan mengembangkan ideology gender yang dipakai 

untuk mendukung dan menjalankan model-model pembangunan ekonomi 

politik. Bila sistem ekonomi berubah maka peran-peran gender yang selam itu 

                                                                 
13 Liza Hadis,. Jurnalperempuan dalam wacana politik  orde baru: pilhan artikel Prisma (Jakarta: 
pustaka. LP3ES Indonesia. Tanggal 15 juli 2016 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

39 
 

telah diidealkan akan turut bergeser seiring dengan terjadinya perubahan idelogi 

gender. 

2.6.  Teori Kemiskinan 

2.6.1. Konsep Tentang Kemiskinan 

Kemiskinan memiliki  sifat  plural  sehingga  kemiskinan  

menunjukkan adanya sekelompok orang  yang serba kekurangan. 

Masyarakat subsisten yang tidak  berpenghasilan atau berpenghasilan 

tapi rendah, bisa  jadi tidak merasa miskin karena mereka meras  sudah 

terpenuhi kebutuhannya. Sebaliknya penduduk urban yang 

berpenghasilan sedang, mungkin merasa selalu kekurangan karena 

gaya hidup hedonis yang mereka jalani,  atau lingkungan budaya tidak 

sehat  yang mereka  hadapi (misalnya seperti perangkap narkoba 

ataupun judi) Dalam  hal  ini  meski kelihatannya mereka 

berkecukupan, namun apabila selalu Merasa kekurangan,mereka bisa 

dikatakan miskin. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan 

standar garis kemiskinan (poverty line) makanan dan  non  makanan. 

Garis kemiskinan makanan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan 

dasar makanan setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Garis 

kemiskinan non makanan adalah besarnya rupiah untuk memenuhi 
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kebutuhan minimum non makanan seperti perumahan, kesehatan, 

pendidikan, angkutan, pakaian dan barang jasa lainnya. 14  

Garis kemiskinan ini memiliki kesamaan dengan garis kemiskinan 

menurut Bank Dunia yaitu diukur menurut pendapatan seseorang. 

Sedangkan BKKBN menggunakan satuan rumah tangga untuk 

mengukur Tingkat kemiskinan. Kemiskinan berada pada keluarga Pra 

Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga  Sejatera (KS I) yang ditandai oleh 

kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Di  

samping merujuk kepada individu dan rumah tangga penduduk miskin, 

ukuran kemiskinan juga dengan pendekatan melalui pengamatan daerah 

miskin.terdapat hubungan yang kuat antara wilayah miskin  dengan 

penduduk miskin, sehingga dengan mengetahui wilayah miskin dapat 

diharapkan ditemui mayoritas penduduk miskin. 

Bappenas dalam mendefinisikan kemiskinan  sebagai Kondisi 

dimana seseorang atau sekelompok orang, laki- laki dan perempuan, 

tidak mamputi memenuhi  hak  dasarnya  untuk  mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar 

masyarakat antaralain,terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan, perumahan air bersih, pertanahan, sumberdaya 

                                                                 
14 https://sidoarjokab.bps.go.id/Subjek/view/ id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1 
 

https://sidoarjokab.bps.go.id/Subjek/view/id/23#subjekViewTab1|accordion-daftar-subjek1


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

alam  dan  lingkungan  hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman 

tindak kekerasan, dan hak  untuk  berpartisipasi dalam kehidupan social 

politik,baik bagi perempuan maupun laki- laki. 15 

2.6.2.  Latar belakang kemiskinan 

1. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan 

pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya 

dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah 

2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia 

Karen kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti 

produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah; 

3. Kemiskinan muncul disebabkan perbedaan akses dan modal. Ketiga 

penyebab kemiskinan itu bermuara pada teori lingkaran setan 

kemiskinan 16 

Adanya keterbelakangan, ketidak-sempurnaan pasar, kurangnya 

modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas 

mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya 

pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, 

rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan 

                                                                 
15 Bappenas,Pembangunan Dalam Angka, Jakarta,1998. 
16 Ala, Andre Bayo, Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan, Liberty, Yogyakarta, 1981.hal. 
105 
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seterusnya. Dalam mengemukakan teorinya tentang lingkaran setan 

kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan 

bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu tetapi 

juga disebabkan oleh hambatan pembangunan di masa yang akan 

datang. Sehubungan dengan hal ini Nurkse mengatakan : “Suatu negara 

menjadi miskin karena ia merupakan negara miskin” (A country is poor 

because it is poor). Menurut pendapatnya, inti dari lingkaran setan 

kemiskinan adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya 

hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang 

tinggi. 17  

Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan, 

dan di lain pihak oleh perangsang untuk menanam modal. Di negara 

berkembang kedua faktor itu tidak memungkinkan dilaksanakannya 

tingkat pembentukan modal yang tinggi. Jadi menurut pandangan 

Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang 

menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang 

pesat, yaitu dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal. 

Dari segi penawaran modal lingkaran setan kemiskinan dapat 

dinyatakan secara berikut.  

Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh 

tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan 
                                                                 
17 Nugroho, Heru, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media,Yogyakarta,1995.hal. 112 
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masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat 

pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya 

akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang 

modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah. 

Dari segi permintaan modal, corak lingkaran setan kemiskinan 

mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang 

untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk 

berbagi jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini 

disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. 18  

Sedangkan pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas 

yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas 

pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh 

kekurangan perangsang untuk menanam modal. Di sisi lain Nurkse 

menyatakan bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi 

oleh lingkaran perangakap kemiskinan seperti yang dijelaskan di atas, 

tetapi juga oleh adanya international demonstration effect. Yang 

dimaksudkan dengan ini adalah kecenderungan untuk mencontoh gaya 

konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju.19 

 

                                                                 
18 Ibid. hal. 80 
19 Nugroho, Heru, Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Aditya Media,Yogyakarta,2006 .hal. 
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2.6.3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 

Tidak terlalu sulit menentukan faktor- faktor penyebab kemiskinan, 

tetapi dari faktor-faktor tersebut sangat sulit untuk menentukan mana 

yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama, atau faktor- faktor 

mana yang berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap 

perubahan kemiskinan. Jika diuraikan satu persatu, jumlah faktor- faktor 

yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan cukup banyak. Mulai dari 

tingkat laju pertumbuhan output atau produktivitas, tingkat upah neto, 

distribusi pendapatan, kesempatan kerja, tingkat investasi, tingkat 

inflasi, pajak dan subsidi, alokasi serta kualitas sumber daya alam, 

penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan 

alam di suatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya atau 

tradisi, bencana alam hingga peperangan, politik dan lain- lain. 20 

Menurut Lembaga Penelitian SMERU, penyebab dasar kemiskinan 

antara lain: 

• Kegagalan kepemilikan, terutama tanah dan modal 

• Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana, dan 

prasarana 

• Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector 

                                                                 
20 Ibid. hal. 75 
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• Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan 

sistem yang kurang mendukung  

• Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor 

ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)  

• Rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam 

masyarakat 

• Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang 

mengelola sumber daya alam dan lingkungan 

• Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good 

governance) 

• Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak 

berwawasan lingkungan 

Menurut Bank Dunia penyebab dasar kemiskinan adalah: 

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal terbatasnya 

ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana  

kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector 

2. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan 

sistem yang kurang mendukung  

3. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara 

sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern) 
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4. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam 

masyarakat) 

5. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang 

mengelola sumber daya alam dan lingkunganyatidak adanya tata 

pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) 

6. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak 

berwawasan lingkungan. 

Selain beberapa faktor di atas, penyebab kemiskinan di masyarakat 

khususnya di pedesaan disebabkan oleh keterbatasan aset yang dimiliki, 

yaitu : 

a. Natural assets: seperti tanah dan air, karena sebagian besar masyarakat 

desa hanya menguasai lahan yang kurang memadai untuk mata 

pencahariannya 

b. Human assets: menyangkut kualitas sumber daya manusia yang relatif 

masih rendah dibandingkan masyarakat perkotaan (tingkat pendidikan, 

pengetahuan, keterampilan maupun tingkat kesehatan dan penguasaan 

teknologi). 

c. Physical assets: minimnya akses ke infrastruktur dan fasilitas umum 

seperti jaringan jalan, listrik, dan komunikasi di pedesaan.  

d. Financial assets: berupa tabungan (saving), serta akses untuk 

memperoleh modal usaha.  
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e. Social assets: berupa jaringan, kontak dan pengaruh politik, dalam hal 

ini kekuatan bargaining position dalam pengambilan keputusan-

keputusan politik. 

2.6.4. Pendekatan Perempuan dalam Kemiskinan  

1. Pendekatan anti kemiskinan  

Pendekatan antikemiskinan terhadap perempuan dalam 

pembangunan lebih mengambil kemiskinan sebagi pangkal tolaknya 

dan dibangun untuk memperbaiki pendapatan kaum perempuan 

miskin. Pendekatan ini mencerminkan prioritas Bnak dunia ILO 

maupun “strategi kebutuhan pokok”, dengan tujuan utamanya 

memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, tempat 

berteduh dan lain- lain. Perempuan yang berpendapatan rendah 

diidentifikasi sebgai kelompok sasaran khusus, setidaknya bukan 

dikarenakan peran sentralnya dalam menyediakan kebutuhan pokok ini 

bagi keluarganya. Pendekatan anti kemiskinan menitik beratkan 

perhatian guna menghasilkan pendapatan bagi perepauan melalui 

akses yang lebih baik terhadap sumber daya produktif, seperti tanah 

dan kredit. 21 

 

 

                                                                 
21 Julia Cleves Mosse,Gender dan Pmbangunan (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 1992), ha.202-203 
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2. Perempuan daalam Pembangunan (WID) 

WID (Prempuan dalam Pembangunan) diciptakan pada awal 1970-

an oleh women’s Committee of the Washington DC Chater of the 

society for international Development sebgai bagian dari strategi 

cermat untuk membawa pemikiran baru Bouscrup dan lain- lainnya 

agar menjadi perhatian para pembuat kebijakan di Amerika. WID 

digunakan sebagai steno bagi pendektan terhadap isu perempuan dan 

pembangunan yang sebgaian besar didasrkan pada paradigm 

modernisasi.  

Pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti 

pengembangan tekhnologi yang lebih baik, yang tepat, yang akan 

meringankan beban kerja perempuan. WID bertujuan untuk benar-

benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga perempuan-

perempuan khususnya penghasil pendapatan dengan mengabaikan sisi 

reproduktifnya. 

3. Pendekatan Efisisensi  

Pendekatan efisiensi terhadap perempuan dalam pembangunan 

digambarkan dengan baik oleh Bak Dunia dan ODA Inggris. Kepala 

unit Women And Development, Barbara Herz menulis sebagai berikut :   

“kami ingin memperlihatkan apa yang sebenarnya bisa dilakukan 
untuk memsukkan perempuan dalam program-program pembangunan 
dan bagaimana hal itu bisa memberikan sumbangan kepada kinerja 
ekonomi, mengurangi kemiskinan dan tujuan-tujuan pembangunan 
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lainnya… pendekatan yang lebih epoerasional, terhadap perempuan 
dalam pembangunan.. pendektan ini menekankan hasil dalam 
peroduktivitas ekonomi yang bisa diperoleh melalui ketrlibatan 
perempuan secara lebih efektif dan menitikberatkan kepada cara-cara 
paraktis untuk melibatkan perempauan dalam operasi-operasi normal 
dibidang pertania, pendidikan, dan PHN (Primary Healty and 
Nutrition).”  

 

Pernyataan kebijakan ODA tercatat tehun 1989 dan berbunyi :  

Untuk mencapai perlakuan yang lebih baik bagi perempuan, sekaligus 
dan pada saat yang sama, merupakan langkah utam menuju kearah 
penghapusan kemiskinan, perluasan kesempatan social dan 
rangsangan bagi pembangunan ekonomi. Perempuan merupakan 
bagian yang lebih besar dari kelopmpok termiskin dari yang miskin. 
Membantu mereka bisa memebri sumbangan besar guna mengurangi 
kemiskinan. Perempuan memegang kunci bagi masyarakat yang lebih 
produktif dan dinamis. Jika mereka sendiri sehat dan berpengetahuan, 
keretampilan dan kredit, mereka akan lebih produktif secara 
ekonomis. Selain itu, perempuan memiliki pengaruh dominan 
terhadap generasi yang akan datang melalui sikap, pendidikan, dan 
kesehatan mereka. Persamaan dan peretumbuhan ekonomi berjalan 
bersama. Jika tantangan terhadap keberanian berusaha ini cukup 
hebat, maka akan menumbuhkan keberhasilan.” 
 

Kedua pernyataan ini mengandung satu hal penting: keyakinan 

bahwa akan efisiensi hanya akan efisien bila perempuan dilibatkan. 

Pengakuan bahwa “50 persen sumber daya manusia bagi 

pembangunan disia - siakan atau tidak dimanfaatkan sepenuhnya”. 

Oleh karenanya pedekatan efisiensi oleh MOSER dengan cepat 

diambil sebgai model WAD (Women and Development) .  secra 

historis pendekatan efisiensi muncul dari kemunduran perekonomian 
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dunia sejak pertengahan tahun 1970-an yang berimplikasi bagi 

perempuan tidak hanya sebagai penghasil keturuan. Tetapi juga 

semakin meningkat menjadi manager komunitas. 22 

Pendekatan efisiensi bekerja pada tingkat yang berbeda pertam, 

memastikan efisiensi dalam projek pembangunan menuntut 

keterlibatan perempuan karena sering lebih efisien dan setia 

disbanding laik-laki. Kedua, kebijakan pembangunan pada tingkat 

makro yang dikejar oleh pemrintah, yang didukung oleh organisasi 

seperti Bnak Dunia dan IMF, juga menuntut efiesi dan produktivitas 

dalam program penyesuain struktural23 

4. Perempuan dan Pembangunan  

Merupakan satu pendekatan feminisme-Marxis, yang muncul 

dalam paruh terakhir 1970-an yang berasal dari suatu kepedulian 

terhadap keterbatasan teori ,modernisasi. Bukannya menitik-beratkan 

pada strategi untuk mengintegrasikan perempuan dalam 

pembangunan, pendekatan ini justru menunjukkan bahwa perempuan 

selalu penting secara eknomi, dan kerja yang dilakukannya dalam 

rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk 

memepertahankan masyarakat mereka. WAD mengakui bahwa laki-

laki miskin juga menjadi korban dari proses pembangunan yang 

                                                                 
22 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pmebangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1992). Hal. 206  
23 Ibid,.h. 207  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51 
 

mengabaikan mereka, tetapi proses itu cenderung mengelompokkan 

perempuan tanpa menganalisis pembagian kelas, ras dan etnis diantara 

mereka secara memadai.24 

 

                                                                 
24 Julia Cleves Mosse, Gender dan Pmebangunan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1992). Hal.23 


